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ABSTRAK

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN
IMIGRASI PALEMBANG)

Di provinsi Sumatera selatan, khususnya Palembang, terdapat Orang Asing yang
melanggar batas waktu Izin Tinggal dan menyalahgunakan kegiatan yang
diperuntukkan dalam Izin Tinggal yang oleh karena itu ditindak oleh Kantor
Imigrasi Kelas I TPI Palembang melalui tindakan administratif dan penjatuhan
sanksi pidana. Penelitian ini mengulas: a. upaya non penal (pencegahan)
penanggulangan tindak pidana keimigrasian oleh orang asing di wilayah hukum
kantor imigrasi Palembang b. factor yang mempengaruhi penegakan hukum
terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum kantor
imigrasi Palembang c. penegakan hukum tindak pidana keimigrasian oleh orang
asing di masa mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif
empiris, dengan data yang diperoleh melalui studi literatur dan studi lapangan. Hasil
penelitian menunjukkan penegakan hukum bagi orang asing yang melanggar
tindakan keimigrasian. Dari aspek ruang lingkup pelanggaran keimigrasian
diketahui hambatan dari faktor lemahnya budaya kesadaran hukum dan dari faktor
penegak hukum vang keliru dalam menerapkan subjek hukum dan pasal-pasal vang
berlaku. Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana keimigrasian oleh orang
asing di masa yang akan datang dilakukan melalui kebijakan penal, vaitu
penambahan angka dalam pasal 1 undang-undang keimigrasian mengenai
pengertian 'setiap orang', yang secara lengkap menjelaskan: 'setiap orang berarti
orang perseorangan’ sebagai orang Indonesia'. Untuk menghindari kesalahpahaman
tentang penegakan hukum. Berdasarkan non penal, difokuskan: pertama,
pengawasan Keimigrasian yang meliputi pengawasan, kedua, pelaksanaan fungsi
intelijen keimigrasian, dan ketiga, sosialisasi kepada masyarakat, tentang peran
masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang diduga
melakukan tindak pidana keimgirasian serta melaporkannya ke pihak berwajib atau
kantor imigrasi palembang,

Kata Kunci : Izin Tinggal; Orang Asing; Tindak Pidana Keimigrasian
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ABSTRACT

Law Enforcement Against Foreigners Who Commit Immigration Criminal ACTS
{A Case Study At Immigration Office Class I Palembang Immigration Investigation.)

In the province of South Sumatra, especially Palembang, there are foreigners who
wwolate the deadline for stay permits and misuse the activities designated in the stay permits
which are therefore dealt with by the Immigration Office Class | TPl Palembang through
administrative action and imposition of criminal sanctions. This research reviewed: a. non-
penal efforts (prevention) to deal with immigration crimes by foreigners in the jurisdiction of
#e Palembang immigration office b. factors affecting law enforcement against foreigners
who commit cniminal acts in the jurisdiction of the Palembang immigration office c. law
eaforcement on immigration crimes by foreigners in the future. This research was an
empirical normative legal research, with data obtained through literature studies and field
sudies. The results of the study showed law enforcement for foreigners who violated
smmigration measures. From the aspect of the scope of immigration violations, it was known
#at the obstacles came from the weak factor of a culture of legal awareness and from the
factor of law enforcers who were wrong in applying the legal subject and the applicable
arnicles. Law enforcement efforts in immigration crimes by foreigners in the future would be
gamed out through a penal policy, namely the addition of a number in Article 1 of the
smmigration law regarding the meaning of 'every person’, which fully explains: ‘every person
means an individual' as Indonesian people’. To avoid misunderstandings about law
enforcement. Based on non-penal, the focus was on: first, immigration supervision which
- mcluded supervision, second, implementation of the immigration intelligence function, and
#rd, socialization to the public, regarding the role of the community in supervising

Soreigners who were suspected of committing immigration crimes and reporting them to the
suthorities or office palembang immigration.

Keywords: Residence Permit,Forigners, Immigration Criminals Acts
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dampak pengaruh globalisasi mengakibatkan kemajuan di segala

bidang. Hal ini menyebabkan tingginya mobilitas dan tingkat hubungan
interaksi antar manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Mobilitas

sebagaimana dimaksud tidak hanya berada dalam satu wilayah saja tetapi

sudah mencapai perpindahan antar negara.l

Hal demikian sejalan dengan disahkan dan diundangkannya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (selanjutnya ditulis
UU Keimigrasian), sebagaimana pada bagian Menimbang huruf b UU
Keimigrasian yang menyatakan bahwa perkembangan global dewasa ini

mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan
berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan2

kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia,
sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin

kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan

1 Moh. Asir, dkk., “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan

Paspor Republik Indonesia Pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan”, Jurnal UNIBA Law Review,
Vol. 1, No. 1, Februari 2019, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, him. 50.

2 Peningkatan arus orang asing ke wilayah Republik Indonesia tentunya akan memberi
keuntungan dalam hal meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia,
meningkatnya investasi yang dilakukan, serta meningkatnya aktivitas perdagangan yang akan
meningkatkan penerimaan devisa. Sebaliknya, dapat merugikan seperti potensi munculnya
Transnational Organized Crimes (TOC), mulai dari pencucian uang, narkotika dan obat terlarang,
perdagangan anak dan wanita sampai pada perbuatan terorisme internasional. Lihat : Fatimah
Rahmad, dkk., “Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak
Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan (Studi di Kantor Imigrasi Kelas | Khusus Ngurah Rai)”,
Jurnal Kertha Wicara, Vol. 8, No. 1, 2018, ISSN : 2303-0550, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, him.3.



pemajuan hak asasi manusia.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Keimigrasian, memberi pengertian
Keimigrasian, yaitu hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar
Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya
kedaulatan negara. Terkait frasa “orang yang masuk wilayah Indonesia”
dalam ketentuan ini kerap dianalogikan dengan istilah Warga Negara Asing.

Namun, istilah “Warga Negara Asing” tidak dikenal dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia, dalam artian dikenal hanya sebagai
istilah umum yang melekat bagi masyarakat Indonesia, sebagai lawan dari
istilah Warga Negara Indonesia.

Bahkan dalam tataran konstitusi, ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa
“Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat
tinggal di Indonesia”, jelas menegaskan bahwa secara kebahasaan, lawan
dari istilah “warga negara indonesia” adalah “orang asing”.

Selain dalam tataran konstitusi, dalam tataran peraturan perundang-
undangan dalam bentuk undang-undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya ditulis UU
Kewarganegaraan RI), pada Pasal 2 menyebutkan bahwa Warga Negara
Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan dengan undang- undang sebagai warga negara, dengan
ruang lingkup yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf a sampai dengan

huruf m UU Kewarganegaraan RI.



Bahwa sekali lagi istilah Warga Negara Asing tidak dikenal secara
normatif dalam undang-undang ini. UU Keimigrasian pada Pasal 1 angka 9,
tidak mengenal istilah Warga Negara Asing, tetapi dikenal dengan istilah
“Orang Asing”, sebagaimana pengertian Orang Asing, adalah orang yang
bukan warga negara Indonesia.

Walaupun UU Keimigrasian tidak mengatur mengenai tindak pidana
keimigrasian dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan Orang
Asing, tetapi dari jenis sanksinya dapat dibedakan bahwa kejahatan dalam
UU Keimigrasian diancam sanksi pidana penjara, kurungan, dan denda,
sedangkan pelanggaran dalam UU Keimigrasian diancam sansi administratif.

Pelanggaran keimigrasian oleh Orang Asing diatur pada Bab VIII
tentang Tindakan Administratif khususnya pada Pasal 78 UU Keimigrasian
dengan sanksi tindakan administratif yang diatur pada Pasal 75 ayat (2) UU
Keimigrasian berupa:

1. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;

2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal,

3. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di
Wilayah Indonesia;

4. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di
Wilayah Indonesia;

5. Pengenaan biaya beban; dan/atau

6. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Sedangkan kejahatan keimigrasian oleh Orang Asing diatur pada Bab



Xl tentang Ketentuan Pidana, khususnya pada Pasal 116, Pasal 119 ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 121 huruf b, Pasal 122 huruf a, Pasal 123 huruf b, dan
Pasal 125 UU Keimigrasian dengan sanksi pidana berupa penjara,
kurungan, dan denda.

Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU Keimigrasian mengatur
mengenai pengertian Kantor Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
Berdasarkan kedua ketentuan ini didapati pengertian, bahwa Kantor
Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi
Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.

Selanjutnya, Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat
pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat
lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia. Tempat
Pemeriksaan Imigrasi ini salah satunya terdapat di Kota Palembang, yaitu
Kantor Imigrasi Kelas | Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang
(selanjutnya ditulis Kantor Imigrasi Kelas | TPl Palembang).

Dalam perjalanannya, Kantor Imigrasi Kelas I TPl Palembang telah
melakukan upaya penindakan terhadap beragam tindak pidana keimigrasian
baik dalam bentuk kejahatan maupun pelanggaran oleh Orang Asing.

Bahwa terhadap kasus pelanggaran keimigrasian, selama tahun 2022,
Kantor Imigrasi Kelas | TPl Palembang telah mendeportasikan 5 (lima) Orang
Asing pelanggar pada umumnya karena melanggar ketentuan Pasal 78 ayat
(3) UU Keimigrasian dengan sanksi tindakan administratif berupa

deportasi. Ketentuan Pasal 78 ayat (3) UU Keimigrasian tersebut berbunyi :



“Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya
dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari
dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian
berupa Deportasi dan Penangkalan”.

Terhadap kejahatan keimigrasian oleh Orang Asing, pada tahun

20183, Kantor Imigrasi Kelas | TPl Palembang telah melakukan penindakan

terhadap Orang Asing bernama Ling Lee Tiong, seorang warga negara
Malaysia pemegang Visa Kunjungan selama 30 (tiga puluh) hari dengan
tujuan untuk menemani istrinya berobat ke RSMH Palembang yang
merupakan Warga Negara Indonesia.

Pada kronologinya, istri Ling Lee Tiong meninggal dunia dan Ling
Lee Tiong berkeinginan untuk kembali ke Malaysia. Permasalahanya,
Dokumen Perjalanan RI berupa Paspor Rl miliknya sudah melewati batas
(over stay) sedangkan ia harus membuat permohonan baru Paspor RI untuk
kembali ke Malaysia.

Bahwa kemudian Ling Lee Tiong mendatangi Kantor Imigrasi Kelas
| Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang untuk mengajukan
permohonan Paspor Rl dengan melakukan pendaftaran antrian Paspor RI
secara online dengan memasukkan data pemohon berupa nama, Nomor
Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat di Kartu Keluarga (KK) dan

KTP Elektronik. Tetapi, sebelum mendapatkan Paspor RI, pada saat proses

% Data kejahatan keimigrasian oleh Orang Asing pada penelitian ini hanya peneliti batasi
pada periode tahun 2018, dikarenakan pada ruang lingkup penelitian ini, contoh kasus yang diteliti
terjadi khususnya pada tahun 2018, sedangkan untuk periode tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019,
tahun 2020, dan tahun 2021, tidak ada tindak pidana keimigrasian oleh Orang Asing yang terjadi.



wawancara ditemukan kecurigaan oleh petugas.

Bahwa Ling Lee Tiong telah memberikan data yang tidak sah atau
keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan RI
berupa Paspor RI. Bahkan diketahui sebelumnya pula, dalam prosedur
permohonan pembuatan KTP elektronik, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran,
di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan
Komering Ilir (selanjutnya ditulis DisDukCaPil Kab. OKI), Ling Lee Tiong

melewati prosedur yang tidak sebagaimana mestinya.

Perbuatan Ling Lee Tiong kemudian berakibat kepada pemidanauam4

terhadap dirinya. Dalam Bab XI UU Keimigrasian mengenai Ketentuan
Pidana mengatur dan mengancam pidana bagi setiap orang dan Orang
Asing, yang mengandung 19 (sembilan belas) pasal, dimulai dari Pasal 113
sampai dengan Pasal 132.

Berkaitan dengan ruang lingkup penelitian ini dan perbuatan Ling Lee
Tiong seb agai terdakwa, ketentuan Pasal 126 huruf ¢ UU Keimigrasian
mengatur dan mengancam pidana setiap orang yang memberikan data yang
tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen
Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain.

Ketentuan Pasal 126 huruf ¢ UU Keimigrasian selengkapnya berbunyi :

# Pemidanaan menurut Soedarto adalah penghukuman, berasal dari kata dasar “hukum”,
sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukuman” atau “memutuskan tentang
hukumannya” (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut
bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Atas konsep pemidanaan menurut
Soedarto, Nashriana berpendapat bahwa dalam konteks hukum pidana, maka istilah tersebut
harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerapkali sinonim
dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal
ini mempunyai makna samadengan sentence atau veroordeling. Lihat : Nashriana, Hukum
Penitensier Indonesia, Palembang: Noer Fikri Offset, 2021, him. 49.



“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah
atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen
Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana

denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Terdakwa Ling Lee Tiong kemudian dalam pemeriksaan perkara di
pengadilan, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja
memberikan data yang tidak sah untuk memperoleh Dokumen Perjalanan RI,
berdasarkan ~ Putusan  Pengadilan ~ Negeri  Palembang  Nomor
1632/Pid.Sus/2018/PN Plg. Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum
(JPU) dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 126 huruf (c) UU
Keimigrasian. Sejalan dengan itu, dalam tuntutanya JPU menuntut
terdakwa yaitu :

“1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah

melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan data yang

tidak sah untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik

Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 126
huruf ( ¢) UU Keimigrasian;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1

(satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara

dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.

5.000.000,- (lima juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;”

Majelis Hakim kemudian dalam amarnya memutus, yaitu :



“ 1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberikan
data yang tidak sah untuk memperoleh Dokumen Perjalanan
Republik Indonesia”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar
Rp.5.000.000.,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara
selama 3 (tiga) bulan;”

Pemidanaan terhadap terdakwa merupakan suatu bentuk problema
penegakan hukum Orang Asing yang melakukan tindak pidana dengan
sengaja memberikan data yang tidak sah untuk memperoleh Dokumen
Perjalanan RI. Dalam konsep penegakan hukum, penegakan hukum
dipengaruhi oleh lima komponen atau faktor yaitu faktor hukum, faktor

penegak hukum, faktor budaya, faktor masyarakat, dan faktor sarana dan

prasarana.5

Dari faktor hukum perlu ditinjau lebih lanjut bilamana norma tentang
keimigrasian memiliki kelemahan dalam implementasinya, atau semata-
mata diakibatkan oleh lemahnya pengawasan dari Kantor Imigrasi,
mengingat terdakwa, menurut Kketerangan Yyang terungkap dalam

persidangan, telah over stay sekitar 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya.

5 Soerjono Soekanto, FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:
Rajawali Pers, 2013, him. 7-9.



Dari faktor penegak hukum demikian perlu ditinjau lebih lanjut bilamana
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian (PPNS) Keimigrasian bersama
dengan penyidik Kepolisian yang melakukan penyidikan, Jaksa Penuntut
Umum yang melakukan penuntutan, dan Majelis Hakim yang memeriksa dan
memutus perkara, telah tepat dalam menerapkan pasal pemidanaan bagi
terdakwa, mengingat terdakwa berkedudukan sebagai Orang Asing
berkewewarganegaraan Malaysia, bukan Warga Negara Indonesia.

Oleh karena itu, penerapan Pasal 126 huruf ¢ UU Keimigrasian adalah
keliru, karena mengatur ancaman pidana bagi kejahatan keimigrasian yang
ditujukan kepada subyek hukum “setiap orang”, bukan “setiap Orang
Asing”, sedangkan dalam UU Keimigrasian mengandung pasal-pasal
tersendiri yang ditujukan ancaman pidananya bagi Orang Asing.

Selain permasalahan penegakan hukum kejahatan keimigrasian diatas,
faktanya pula pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran batas
waktu izin tinggal, yang tentu pelanggaran ini bukan hanya berasal dari faktor
lemahnya budaya hukum atau kesadaran hukum Orang Asing, tetapi tidak
terlepas juga dari pengawasan pihak keimigrasian, yang ke depan selain
memerlukan konsistensi dan program pengawasan yang terencana,
memerlukan pula upaya-upaya pencegahan yang dilakukan baik oleh pihak
keimigrasian dan dengan koordinasinya dengan pihak-pihak terkait, dan
sekaligus, upaya pencegahan dalam menanggulangi kejahatan keimigrasian.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan penegakan hukum tindak

pidana keimigrasian dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran diatas, maka
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menarik untuk diteliti dan dikaji secara lebih mendalam melalui penelitian
ilmiah berbentuk tesis dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap
Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian (Studi
Kasus Pada Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan
Imigrasi (TPI) Palembang ”.

B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya non penal (pencegahan) untuk menanggulangi
tindak pidana keimigrasian oleh Orang Asing di Wilayah Kerja
Kantor Imigrasi Kelas I TPl Palembang ?

2.  Faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum Orang Asing yang
melakukan tindak pidana keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor
Imigrasi Kelas | TPl Palembang ?

3.  Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Keimigrasian Oleh
orang Asing dimasa mendatang ?

C. Tujuan Penelitian

1.  Untuk menganalisis upaya non penal (pencegahan) untuk
menanggulangi tindak pidana keimigrasian oleh Orang Asing di
Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas | TPl Palembang.

2. Untuk menganalisis penegakan hukum Orang Asing yang melakukan
tindak pidana keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas |
TPI Palembang.

3. Untuk menganalisis upaya penegakan hukum pidana keimigrasian oleh
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orang asing dimasa mendatang.

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan

praktis, yakni :

1.

Secara teoritis, berguna untuk memberi informasi kepustakaan bagi

para akademisi dan praktisi hukum termasuk untuk pengembangan

ilmu hukum pidana terkait dengan penegakan hukum Orang Asing yang

melakukan tindakpidana keimigrasian.

Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak

yang

terlibat dan Dberkepentingan dalam rangka menanggulangi

penegakan hukumtindak pidana keimigrasian oleh Orang Asing, yaitu:

a.

Pemerintah, sebagai referensi akademis untuk merevisi norma-
norma pemidanaan tindak pidana keimigrasian pada umumnya,
demi memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum,
keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan
masyarakat yang berkepastian hukum.

Unsur-unsur Keimigrasian, khususnya Kantor Imigrasi, Tempat
Pemeriksaan Imigrasi, dan PPNS Keimigrasian, sebagai
pedoman agar penegakan hukum Keimigrasian terlaksana
sebagai sistem yang sinergis dalam melakukan pengawasan dan
penyidikan tindak pidana Keimigrasian bersama dengan pihak
Kedutaan.

Masyarakat, sebagai pedoman untuk melakukan pengawasan

terhadap Orang Asing yang over stay dan pelaporan kepada pihak
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Keimigrasian dan pihak berwajib.

E. Kerangka Teori
Teori-teori yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah, yaitu

1. Grand Theory (Teori Kepastian Hukum)
Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara

hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan
yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian

hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan

diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Iogis.6

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat
dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian
hukum adalah pelaksanaan danpenegakan hukum terhadap suatu
tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian
hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika
melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk
mewujudkan keadilan.

Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum,

terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan

kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman
perilaku bagi setiap orang.7 Menurut Apeldoorn, kepastian hukum

mempunyai dua segi, pertama, mengenai soal dapat dibentuknya

(bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret.

6 C.S.T. Kansil, 2009, Kamus istilah Hukum, Jakarta: Gramedia Pustaka, him. 385.
7 Ibid., him. 270.
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Artinya, pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui
hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua,
kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi
para pihak terhadap kesewenangan Hakim.

Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh
aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang
berdaulat,kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya

dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam

paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.®

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis rumusan
masalah mengenai penegakan hukum Orang Asing yang melakukan
tindak pidana keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas | TPI

Palembang.

2. Middle Range Theory (Teori Sistem Peradilan Pidana)
Istilah sistem peradilan pidana (criminal justice system)

menunjukkan mekanisme tindakan dalam pencegahan kejahatan
menggunakan pendekatan sistem dasar. Menurut Muladi sistem peradilan
pidana mempunyai dimensi fungsional ganda, yaitu satu pihak berfungsi

sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan

8.3 van Apeldoorn, dikutip dalam : Shidarta, 2006, Moralitas Profesi Hukum Suatu
Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung: Revika Aditama, him. 82.
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pada tingkat tertentu (crime containment system), sementara dilain pihak
hukum peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder

(secondary prevention) yakni mengurangi kejahatan dikalangan mereka

yang pernah melakukan tindak pidana.9

Menurut Teori sistem peradilan pidana ini digunakan untuk
menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai penegakan
hukum Orang Asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian di
Wilayah kerja kantor imigrasi Kelas | TPl Palembang.

3. Applied Theory (Teori Kebijakan Non Penal, Teori Penegakan
Hukum dan Teori Pertanggungjawaban Pidana)
a. Teori Kebijakan Non Penal

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang
sepatutnya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi
sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang
membawa timbulnya kejahatan dan pelakunya. Kajian mengenai
kebijakan hukum kriminal (criminal policy) sebagai salah satu bagian
dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum
pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi

bangsa. Dalam batas-batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap

hak-hak asasi, terhadap beberapa prinsip yang terkandung dalam undang-

undang yaitu : 10

a. Bahwa undang-undang dipergunakan untuk menegaskan ataupun

menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar prilaku hidup masyarakat

9 Rusli Muhammad, 2011, Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta: Ull Press, him. 10-13.

10 Mardjono Reksodiputra, 1995, Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan
Pengendalian Hukum, Jakarta: Lembaga Kriminologi Ul, him. 23-24.
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dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh
falsafah Negara Pancasila;

b. Bahwa undang-undang merupakan satu-satunya produk hukum yang
membentengi pelaku tindak pidana secara efektif;

c. Dalam menggunakan produk hukum lainnya, harus diusahakan

dengan sungguh-sungguh bahwa caranya seminimal mungkin

Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya
rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, identik dengan
kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi
berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Sebaliknya apabila
cara pengendalian lain (social control), yaitu dengan cara menggunakan

kebijakan sosial tidak mampu mengatasi tindak pidana, maka jalan yang

dipakai melalui kebijakan penal (kebijakan hukum pidana).11

Teori kebijakan non penal digunakan untuk menjawab rumusan
masalah mengenai upaya non penal (pencegahan) untuk menanggulangi
tindak pidana keimigrasian oleh Orang Asing. Applied theory dalam
penelitian ini menggunakan dua teori yaitu teori penegakan hukum dan
teori pertanggungjawaban pidana. Berikut peneliti uraikan konsep dari
kedua teori tersebut.

b. Teori Penegakan Hukum
Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan

hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang

11bid., him. 25.
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mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing
menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan

satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan,

peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.12

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum
adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan
dalam kaidah-kaidahmantap dan sikap tindak sebagai rangkaian
penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana
adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak
hukum.

Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksaan dari
peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum
merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan
kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah- kaidah tersebut kemudian
menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap

pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. 13

Teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis dan
menjawab rumusan masalah mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana
Keimigrasian Oleh orang Asing dimasa mendatang

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

2Harun M. Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Rineka
Cipta,him. 58.

13Soerjono Soekanto, Op.Cit., him. 35.
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Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di
dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas “‘geen
straf zonder schuld” (tiada pidana tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban
pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka
disebut dengan leer van het materiele feit.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak
memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan
asas “geen straf zonder schuld”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan
sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu,

dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yakni tindak

pidana (daad strafrecht), pelaku tindak pidana (dader straftrecht).14

Terdapat dua aliran dalam pertanggungjawaban pidana yaitu yaitu
aliran monistis dan dualistis. Menurut Simon, aliran monistis
menyatukan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, bahwa
unsur perbuatan pidana terdiri dari unsur obyektif dan unsur subyektif.
Unsur obyektif meliputi adanya sifat melawan hukum, persesuaian
dengan delik dan tidak adanya alasan pemaaf. Sedangkan unsur subyektif
terdiri  dari  kesalahan. Pandangan ini  menyatukan  unsur

pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dalam perbuatan pidana tanpa

diferensiasi antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. 15

Disisi lain, dualistis membedakan antara perbuatan pidana dan

14 Roni Wiyanto, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Mandar Maju,

him.96.

15 Simon, dikutip dalam : Bambang Purnomo, 1998, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta:
Ghalia Indonesia, him. 86.
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pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, kesalahan
merupakan unsur subyektif uang menjadi unsur pertanggungjawaban
pidana. Karena itu, kesalahan tidak mungkin dimasukkan dalam
perbuatan pidana yang hanya mengandung unsur obyektif saja sehingga

perbuatan pidana hanya dapat dilarang (tidak dipidana).
Adapun pemidanaan16 ditujukan kepada pembuat yang dinyatakan

dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.
Berdasarkan hal ini, pemidanaan terhadap pembuat harus melihat dua hal
terpisah, pertama, apakah perbuatan pidana dilakukan, dan kedua, apakah

pembuat dapat mempertanggungjawabkan (bersalah) dalam melakukan

perbuatan pidana sehingga dapat dipidana.17

Teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menganalisis dan
menjawab rumusan masalah mengenai penegakan hukum Orang Asing
yang melakukan tindak pidana keimigrasian.

F. Definisi Konseptual
Berikut peneliti uraikan beberapa definisi konsep dalam penelitian ini untuk

menghindari kesalahan pengertian dan penafsiran, antara lain :

1.  Keimigrasian, adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau

keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga

tegaknya kedaulatan negara.18

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian, adalah Pejabat Imigrasi

16 pemidanaan bertujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat
ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari kejahatan. Lihat : Adami
Chawazi, 2002, Pelaajaran Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, him. 162.

7 1bid., him. 92

18pasal 1 angka 1 UU Keimigrasian
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yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan

penyidikan tindak pidana Keimigrasian.19

3. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.?°

4.  Kantor Imigrasi, adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan

Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.?:

5. Tempat Pemeriksaan Imigrasi, adalah tempat pemeriksaan di

pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai

tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.??

6.  Dokumen Perjalanan, adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-

Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan

perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.23

7.  Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, adalah Paspor Republik

Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia. ?*

8.  Visa kunjungan, adalah Visa yang diberikan kepada Orang Asing
yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka

kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata,

bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan

perjalanan ke negara lain.?®

19pasal 1 angka 8 UU Keimigrasian
20 pasal 1 angka 9 UU Keimigrasian
2L pasal 1 angka 11 UU Keimigrasian
22 pasal 1 angka 12 UU Keimigrasian
23 pasal 1 angka 13 UU Keimigrasian
24 pasal 1 angka 15 UU Keimigrasian
25 pasal 38 UU Keimigrasian



20

9. Tindak Pidana Keimigrasian adalah perbuatan yang melanggar
larangan yang diatur oleh aturan hukum keimigrasian yang diancam
dengan sanksi pidana.

G. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang

ditunjang dengan data empiris. Penelitian hukum Normatif merupakan
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

atau data sekunder.2®

2. Pendekatan Penelitian
Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Pendekatan Perundangan (Statute Approach)
Dalam pendekatan perundang-undangan, hukum dipandang

sebagai sistem yang tertutup dengan sifat comprehensive (norma
hukum di dalamnya saling berkaitan secara logis); all-Inclusive
(norma hukum yang ada mampu menampung permasalahan hukum

sehingga tidak ada kekurangan hukum); dan systematic (norma

hukum tersusun secara hierarki).27

b. Pendekatan Analitis (Analytical Approach)
Merupakan pendekatan dengan menganalisa bahan hukum

untuk mengetahui makna, asas hukum, kaidah hukum, sistem

hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.28

26 Usmawadi, 1992, Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum, Palembang: Laboratorium
Hukum Fakultas Hukum UNSRI, him. 250.

27 Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, him. 54

28 bid,
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Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan

untuk mempelajari bagaimana penerapan norma atau kaidah hukum

yang dilakukan dalam suatu praktik hukum.?®

3. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data

primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang

dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat Iainnya.30

Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal

dari bahan kepustakaan.31 Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif,

maka sumber data sekunder dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

32

a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2006
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4634);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor

291bid., him. 55.

30p. Joko Subagyo, 2006, Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek Cetakan Kelima,
Jakarta: Rineka Cipta, him. 87

31 Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, him.122,

32peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

him. 143-144.
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157, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5076);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5216).

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk
memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara
lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada
relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus,
ensiklopedia, dan sebagainya yang yang ada relevansinya dengan isu

hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan

dan mutakhir.33

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

a. Studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan
mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur,

catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan

masalah yang dipecahkan.34 Terhadap data sekunder yang terdiri dari

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier,

33 Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
him.144.
34Moh. Nazir, 2003, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, him. 27.
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yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun,
dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi. >

b. Studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.g’6

Penelitian ke lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer
yang berkorelasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data
utama melalui metode wawancara pribadi (personal interviewing)
yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk

memperoleh informasi dari informasi~>’ dengan teknik wawancara

mendalam  (in-depth  interview) yang merupakan proses
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya
jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan

atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan
pedoman (guide) wawancara.>® Penelitian ini didukung dengan
data pendukung melalui narasumber, yaitu :

1. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan;

2. Kepala Kantor Imigrasi Kelas | Tempat Pemeriksaan Imigrasi
(TPI) Palembang; dan

3. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas

35 Bambang Sunggono, Op. Cit., him.112.
36 Mon. Nazir, 2005, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, him. 34.
37Sugiono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaf, Kualitatif, dan R&D,
Bandung: Alfabeta, him. 138.
% Ibid.
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| Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang.

5. Teknik Pengolahan Data
Setelah semua data dikumpulkan dengan metode wawancara,

maka dilakukan pengolahan data primer dengan cara editing,
reconstructing, dan systematizing. Editing yaitu mengkoreksi apakah
data sudah cukup lengkap, cukup benar dan sudah sesuai atau relevan
dengan masalah. Reconstructing yaitu menyusun ulang data secara
teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan

diinterprestasikan. Systematizing yaitu menempatkan data dan

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.3®

Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan

hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan

40

melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan

perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan
hukum. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut dari
studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan
hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi

terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

6. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis

kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan data

secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak

39 Bambang Sugono, Op. Cit., him. 126.
“0bid., him.147.
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tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman
dan interprestasi bahan penelitian.41 Analisis kualitatif digunakan
untuk menganalisis permasalahan hukum, untuk kemudian

disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai

bahan hukum baik dari segi substansi maupun relevansi
substansinya.42

7. Teknik Penarikan Kesimpulan
Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini

menggunakan logika berpikir deduktif. Berdasarkan dari ilmu
hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan di dalam
penelitian hukum harus memiliki kemungkinan untuk diterapkan.
Preskripsi bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan, oleh
karena itu hasil dari penelitian hukum walaupun tidak berbentuk
teori atau asas hukum baru paling tidak berbentuk argumentasi
baru. Berasal dari argumentasi barulah diberikan preskripsi,

sehingga preskripsi tersebut memiliki dasar pemikiran yang sesuai
dengan ilmu hukum yang dikuasai peneliti.43 Oleh karena itu,
setelah penarikan preskripsi, maka berkaitan dengan penelitian ini,

digunakanlah teknik analisis bahan penelitian dengan logika

deduktif.

L pid., him. 127.

42 Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian
bersifat evaluatif analisis, dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai
tujuan dari penelitian ini.

43 Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya
Bakti, him. 139.
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Philiphus M. Hadjon, menyatakan bahwa metode deduksi
sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh  Aristoteles,
penggunaan metode deduksi berpangkaldari pegajuan premis major
(pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor
(bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu
kesimpulan atau conclusion. Jadi yang dimaksud dengan
pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan

sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik

kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.**

44 philipus M. Hadjon, dikutip dalam : Abdul Kadir Muhammad, Ibid., him. 147.
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